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ABSTRAK

Skripsi ini berjudul Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana
Penganiayaan Hewan yang diatur dalam ketentuan KUHP serta diluar ketentuan
KUHP, karena pada ahir-ahir ini seringkali terjadi tindakan kekerasan terhadap
hewan yang dilakukan oleh oknum-oknum baik yang mengetahui maupun tidak
mengetahui bahwa perbuatan tersebut merupakan suatu tindak pidana. Penelitian ini
membahas permasalahan mengenai Bagaimana Pertanggungjawaban Pidana terhadap
pelaku tindak pidana penganiayaan hewan dan upaya pencegahan Tindak Pidana
Penganiayaan Hewan. Penulisan Skripsi ini termasuk penelitian normatif. Jenis bahan
hukum dalam penelitian ini merupakan bahan hukum yang bersifat sekunder dan
menggunakan sumber hukum baik yang bersumber dari bahan hukum primer, bahan
hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier. Pertanggungjawaban pidana pelaku
Tindak Pidana Penganiayaan Hewan dibebankan kepada pelaku apabila yang
bersangkutan telah terbukti melakukan suatu tindak pidana terlebih dahulu dan
memenuhi unsur kesalahan serta tidak adanya alasan yang meringankan atau
menghapus tindak pidana yang dilakukan. Upaya pencegahan tindak pidana
penganiayaan hewan dapat dilakukan dengan edukasi kepada masyarakat,
melaporkan kasus penganiayaan hewan, serta mengadopsi hewan-hewan yang
terlantar agar dapat menetralisir serta mengurangi hewan-hewan dijalanan sehingga
dapat meminimalisir tindakan kekerasan terhadap hewan dimaksudkan sebagai wadah
untuk menampung aspirasi, tujuan dan kehendak bersama dari masyarakat untuk
mewujudkan kesejahteraan hewan.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Tindak Pidana Kekerasan, Tindak
Pidana Penganiayaan Hewan.
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BABI
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Seperti yang di ketahui sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 1
angka 3 Undang-Undang Dasar 1945 negara Indonesia adalah negara yang
berdasarkan atas hukum (rechstaat) tidak berdasarkan atas kekuasaan
(machtstaat) belaka.' Konsep negara hukum bertujuan untuk menciptakan
ketertiban, keamanan, keadilan serta kesejahteraan bagi warga negaranya.
Dalam artian setiap perbuatan yang dilakukan oleh warga negara Indonesia
diikat oleh hukum. Disini hukum berfungsi sebagai pelengkap untuk
menciptakan ketertiban dan keteraturan dalam kehidupan masyarakat dengan
cara memberi pedoman untuk bertingkah laku berupa norma yang berisi
perintah, larangan dan kebolehan.

Pembidangan hukum di Indonesia terbagi menjadi Hukum Tata
Negara dan Hukum Administrasi Negara, Hukum Perdata, Hukum Pidana,
Hukum Acara serta Hukum Internasional. > Setiap warga negara yang
melakukan perbuatan menyimpang atau melanggar hukum diatur dalam

bidang hukum pidana yang didasarkan pada kesalahan.

L DPR, Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945, diakses dari
http://www.dpr.go.id/jdih/uul1945 pada tanggal 18 Januari 2018 pukul 19.30.

2 purnadi Purbacaraka dan Soejono Soekanto, Sendi-sendi Ilmu Hukum dan Tata Hukum,
Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 1989, hlm. 54-55.



Dewasa ini banyak terjadi kasus-kasus penganiayaan maupun
pembunuhan terhadap hewan dengan cara yang tidak manusiawi. Alasan
semakin maraknya kasus penyiksaan hewan yang dilakukan oleh sekelompok
orang tersebut dikarenakan banyak kasus yang tidak dilaporkan kepada pihak
yang berwajib karena rendahnya kesadaran masyarakat bahwa perbuatan
tersebut merupakan suatu tindak pidana. Disisi lain juga karena ancaman
sanksi dan denda yang ringan sehingga tidak menimbulkan rasa takut serta
efek jera pada oknum-oknum pelaku kekerasan terhadap hewan. Apapun
alasannya orang melakukan kekerasan terhadap hewan tetap tidak bisa
dibenarkan karena bertentangan dengan kesejahteraan hewan. Adapun azas
kesejahteraan hewan adalah sebagai berikut :

a. Bebas dari rasa lapar, haus dan malnutrisi (kekurangan nutrisi)
b. Bebas dari rasa sakit dan tidak nyaman.

c. Bebas dari rasa takut dan tertekan.

d. Bebas dari kesakitan, luka dan penyakit.

e. Bebas untuk mengekspresikan pola perilaku normal.?

Tindakan kekerasan terhadap hewan diatur dalam Pasal 302, Pasal 406
ayat (2) dan Pasal 540 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) sebagai

tindak pidana penganiayaan hewan. Adapun isi dari Pasal-Pasal tersebut yaitu:

3 Epifanius Ivan, Eksistensi Pasal 302 KUHP Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Hewan
di Indonesia. Jurnal HK09568. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2014, hlm. 8.



Pasal 302

(1

2

3)
“4)

Diancam dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda
paling banyak empat ribu lima ratus rupiah karena melakukan
penganiayaan ringan terhadap hewan

1. barang siapa tanpa tujuan yang patut atau secara melampaui batas,
dengan sengaja menyakiti atau melukai hewan atau merugikan
kesehatannya;

2. barang siapa tanpa tujuan yang patut atau dengan melampaui batas
yang diperlukan untuk mencapai tujuan itu, dengan sengaja tidak
memberi makanan yang diperlukan untuk hidup kepada hewan, yang
seluruhnya atau sebagian menjadi kepunyaannya dan ada di bawah
pengawasannya, atau kepada hewan yang wajib dipeliharanya.

Jika perbuatan itu mengakibatkan sakit lebih dari seminggu, atau cacat

atau menderita luka-luka berat lainnya, atau mati, yang bersalah diancam

dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan, atau pidana denda
paling banyak empat ribu lima ratus rupiah, karena penganiayaan hewan.

Jika hewan itu milik yang bersalah, maka hewan itu dapat dirampas.

Percobaan melakukan kejahatan tersebut tidak dipidana.’

Pasal 406 ayat (2)

Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum membunuh, merusak,
membuat tak dapat digunakan atau menghilangkan hewan, yang seluruhnya
atau sebagian milik orang lain dijatuhkan pidana penjara paling lama dua
tahun dSelapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus
rupiah.

Pasal 540

(1

Diancam dengan pidana kurungan paling lama delapan hari atau pidana

denda paling banyak dua ribu dua ratus lima puluh rupiah:

1. barangsiapa menggunakan hewan untuk pekerjaan yang jelas
melampaui kekuatannya;

2. barangsiapa tanpa perlu menggunakan hewan untuk pekerjaan dengan
cara yang menyakitkan atau yang menyiksa hewan tersebut;

3. barangsiapa menggunakan hewan yang pincang atau yang mempunyai
cacat lainnya, yang kudisan, luka-luka atau yang jelas sedang hamil
ataupun sedang menyusui untuk pekerjaan yang karena keadaannya itu

* Andi Hamzah., KUHP & KUHAP, Jakarta : Rineka Cipta, 2014, hlm. 121.
3 Ibid., hlm. 160.



tidak sesuai atau yang menyakitkan ataupun yang menyiksa hewan
tersebut;
4. barangsiapa mengangkut atau menyuruh mengangkut hewan tanpa
perlu dengan cara yang menyakiti atau yang menyiksa hewan tersebut;
5. barangsiapa mengangkut atau menyuruh mengangkut hewan tanpa
diberi atau menyuruh tidak diberi makan atau minum.

(2) Bila pada waktu melakukan pelanggaran belum lewat satu tahun sejak
adanya pemidanaan yang menjadi tetap karena pelanggaran yang sama,
atau karena salah satu pelanggaran pada Pasal 541, atau karena kejahatan
tersebut dalam Pasal 302, maka yang bersalah dapat dikenakan pidana
kurungan paling lama empat belas hari.°

Selain diatur didalam KUHP terdapat juga Peraturan Perundang-
Undangan Khusus yang mengatur tentang kesejahteraan hewan diantarannya
ialah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Sumber Daya Alam
Hayati dan Ekosistemnya yaitu sebagai berikut:’

Pasal 21 ayat (2)

Setiap orang dilarang untuk :

a. menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara,
mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan
hidup;

b. menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan meperniagakan
satwa yang dilindungi dalam keadaan mati;

c. mengeluarkan satwa yang dilindungi dari suatu tempat di Indonesia ke
tempat lain di dalam atau di luar Indonesia;

d. memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh atau bagian-
bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari
bagian-bagian satwa tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di
Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia;

e. mengambil, merusak, memusnahkan, memperniagakan, menyimpan atau
memiliki telur dan/atau sarang satwa yang dilindungi.

¢ Ibid., him. 213.

7 Kementrian Luar Negeri, Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun
1990, diakses dari http://pih.kemlu.go.id/files/UU%20R1%20N0%2005%20TAHUN%201990.pdf
pada tanggal 19 Januari 2018 pukul 20.53.



Pasal 40 ayat (2)

Barangsiapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 33
ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan
denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Pasal 40 ayat (4)

Barangsiapa karena kelalaiannya melakukan pelanggaran terhadap
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) serta
Pasal 33 ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu)
tahun dan denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Undang-Undang No. 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan
Kesehatan Hewan mengatur tentang Kesejahteraan Hewan yaitu sebagai
berikut:®
Pasal 66

(1) Untuk kepentingan kesejahteraan hewan dilakukan tindakan yang
berkaitan dengan penangkapan dan penanganan; penempatan dan
pengandangan; pemeliharaan dan perawatan; pengangkutan; pemotongan
dan pembunuhan; serta perlakuan dan pengayoman yang wajar terhadap
hewan.

(2) Ketentuan mengenai kesejahteraan hewan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan secara manusiawi yang meliputi:

a. penangkapan dan penanganan satwa dari habitatnya harus sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang konservasi;

b. penempatan dan pengandangan dilakukan dengan sebaik-baiknya
sehingga memungkinkan hewan dapat mengekspresikan perilaku
alaminya;

c. pemeliharaan, pengamanan, perawatan, dan pengayoman hewan
dilakukan dengan sebaik-baiknya sehingga hewan bebas dari rasa lapar
dan haus, rasa sakit, penganiayaan dan penyalahgunaan, serta rasa

¥ Direktorat Jendral Perternakan dan Kesehatan Hewan, Undang-Undang Negara Republik
Indonesia Nomor 18 Tahun 2009, diakses dari
http://ditjennak.pertanian.go.id/userfiles/regulasi/85453cb4e07dc542259530015d9a890f.pdf pada
tanggal 19 Januari 2018 pukul 21.05.



takut dan tertekan;

d. pengangkutan hewan dilakukan dengan sebaik-baiknya sehingga
hewan bebas dari rasa takut dan tertekan serta bebas dari
penganiayaan;

e. penggunaan dan pemanfaatan hewan dilakukan dengan sebaik-baiknya
sehingga hewan bebas dari penganiayaan dan penyalahgunaan;

f. pemotongan dan pembunuhan hewan dilakukan dengan sebaik-baiknya
sehingga hewan bebas dari rasa sakit, rasa takut dan tertekan,
penganiyaan, dan penyalahgunaan; dan

g. perlakuan terhadap hewan harus dihindari dari tindakan penganiayaan
dan penyalahgunaan.

Pasal 67

Penyelenggaraan kesejahteraan hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
66 ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh Pemerintah dan Pemerintah
Daerah bersama masyarakat.

Dan Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 Tentang Kesehatan
Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan’ dimana peraturan ini dibuat
sebagai peraturan yang lebih lanjut mengenai kesejahteraan hewan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 dan 67 Undang-Undang Nomor 18
Tahun 2009 Tentang Perternakan dan Kesejahteraan Hewan dimana isinya
lebih menitikberatkan pada cara-cara dalam perlakuan dan pengayoman yang
baik terhadap hewan.

Dari banyaknya tindak kekerasan terhadap hewan namun hanya

beberapa saja yang diadili sampai ke meja pengadilan. Diantaranya adalah

? Pelayanan Jakarta, Peraturan Pemerintah Negara Republik Indonesia Nomor 95 Tahun
2012, diakses dari http://pelayanan.jakarta.go.id/download/regulasi/peraturan-pemerintah-nomor-95-
tahun-2012-tentang-kesehatan-masyarakat-veteriner-dan-kesejahteraan-hewan.pdfpada  tanggal 19
Januari 2018 pukul 22.22.



Putusan Pengadilan Negeri Labuha No. 63/Pid.B/2014/PN.LBH yaitu kasus
yang terjadi di Sulawesi Tengah Kabupaten Kepulauan Sula dimana seorang
petani yang bernama Harun melakukan penganiayaan terhadap Sapi ternak
milik tentangganya Sabang karena Sapi ternak tersebut memasuki area
pertanian milik Harun sehingga mengakibatkan tanamannya menjadi rusak
diinjak dan dimakan oleh Sapi ternak tersebut, Harun melakukan
penganiayaan hewan dengan cara membacok Sapi dengan parang sehingga
mengenai paha kiri, bagian rusuk atas dan bawah Sapi sehingga Sapi tersebut
mati karena mengalami luka potong sepanjang 15 cm yang menyebabkan
ususnya keluar. Pada kasus ini Harun didakwa dengan Pasal 302 ayat (2)
KUHP dan divonis hukuman dua bulan penjara.'’

Putusan lain adalah Putusan Pengadilan Negeri Sawahlunto No.
01/Pid.B/2014/PN.SWL yaitu kasus yang terjadi di Taman Satwa Kandi
Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto dimana Don Akbar pegawai yang
bekerja ditaman satwa meracuni seekor Harimau Bengala dengan cara
memberi makan Harimau itu dengan Ayam yang telah diberi racun Temik
melalui pantat Ayam, pebuatan tersebut dilakukan oleh Don dikarenakan ia

sakit hati dengan pihak Manajemen Taman Wisata Kandi. Dalam kasus ini

10 pengadilan Negeri Labuha, “Putusan Nomor : 63/Pid.B/2014/PN.LBH*, him. 11, diakses
dari  https://putusan.mahkamahagung.go.id/putusan/c15d84854268689574b078d634d558ed  pada
tanggal 19 Januari 2018 pukul 21.05.



Don didakwakan dengan Pasal 406 ayat (2) KUHP dan divonis hukuman tiga
bulan penjara."’

Dan masih banyak lagi kasus penganiayaan terhadap hewan yang
pernah terjadi antara lain kasus pengunjung di Taman Safari yang
memberikan minuman beralkohol pada rusa dan kuda nill serta
mempermainkan zebra'’, kasus penyiksaan seekor anjing yang terikat jaring
dengan balok kayu di Surabaya yang dilakukan oleh mahasiswa'’, kasus
penembakan kucing yang dilakukan oleh Danang Sutowijoyo'*, kasus
pembakaran anjing di Jimbaran Bali'’ dan masih banyak kasus lainnya. Fakta
tersebut menjadi bukti bahwa perilaku menyayangi binatang mulai
ditinggalkan.

Seperti yang telah diketahui, bahwa dasar yang pokok dalam menjatuhi
pidana pada orang yang telah melakukan perbuatan pidana adalah norma yang
tidak tertulis : Tidak dipidana jika tidak ada kesalahan. Dasar ini adalah

mengenai dipertanggungjawabkannya seseorang atas perbuatan yang telah

! Pengadilan Negeri Sawahlunto, “Putusan Nomor : 01/Pid.B/2014/PN.SWL*, hlm. 13,
diakses dari https://putusan.mahkamahagung.go.id/putusan/8dc8b421b1fbc12222aafa00f6359f20 pada
tanggal 19 Januari 2018 pukul 21.20.

'2 Farhan, Pemberi Anggur Merah Ke Kuda Nil Dijerat Pasal Penganiayaan Hewan,
DetikNews, Edisi Kamis, 16 November 2017, diakses dari https://news.detik.com pada tanggal 18
Januari 2018 pukul 11.53.

" Ani Riaya Nikita, Viral! Siksa Anjing Sampai Begini, Pemuda Diduga Mahasiswa
Surabaya Banjir Hujatan Netizen, TribunNews, Edisi Selasa, 26 Desember 2017, diakses dari
http://surabaya.tribunnews.com pada tanggal 18 Januari pukul 12.05.

'Y Wijaya Kusuma, Penembak Kucing dilaporkan dengan Pasal Penyiksaan Binatang,
KOMPAS.com, Edisi Rabu, 5 Maret 2014, diakses dari http://regional.kompas.com pada tanggal 18
Januari 2018 pukul 12.28.

'S Kumparan.com, Anjing Dibakar Tanpa Sebab Dijimbaran, KumparanNews, Edisi Sabtu, 9
Desember 2017, diakses dari https://kumparan.com pada tanggal 18 Januari 2018 pukul 12.39.



dilakukannya. Norma ini dikenal dengan asas legalitas (Priciple of legality)
dari bahasa latin yaitu Nullum Delictum Nulla Poena Sine Praevia Lege (tidak
ada delik, tidak ada pidana tanpa peraturan lebih dahulu).'® Menurut Simons
tindak pidana (strafbaar feit) merupakan kelakuan (handeling) yang diancam
dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan
kesalahan =~ dan  yang  dilakukan  oleh  orang yang mampu
bertanggungjawab. '’ Dalam setiap tindak pidana seseorang harus
bertanggungjawab atas perbuatannya, bertanggungjawab atas suatu perbuatan
pidana berarti yang bersangkutan secara sah dapat dikenai pidana karena
perbuatan itu.'®

Terbuktinya tindak pidana tidak secara otomatis pelakunya akan
dijatuhi pidana. Agar negara memiliki justifikasi teoritis menjatuhkan pidana
kepada seseorang yang terbukti melakukan tindak pidana, pada diri orang
tersebut harus terdapat tindak kesalahan.' Pertanggunganjawab dan pidana
adalah ungkapan-ungkapan yang terdengar dan digunakan dalam percakapan
sehari-hari dalam moral, agama dan hukum. Tiga unsur itu berkaitan satu
dengan yang lain, dan berakar dalam satu keadaan yang sama, yaitu adanya

20

pelanggaran  terhadap  suatu  sistem  aturan-aturan. Karena

Jakarta :

16 Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, Jakarta : Rineka Cipta, 2009, hlm. 25.

"7 Ibid., him. 61.

'8 Roeslan Saleh, Pikiran-Pikiran tentang Pertanggungan jawab pidana, Cetakan Pertama,
Ghalia Indonesia, 1982, him. 33.

' Moeljatno., Op. Cit. Him. 31.

*Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan dan

Penerapan, Cetakan ke-1, Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 2015, him. 18.



pertanggungjawaban pidana tidak mungkin tercipta jika pada diri orang yang
melakukan tindak pidana tidak terdapat kesalahan, maka kesalahan menjadi
titik sentral konsep pertanggungjawaban pidana atau dengan kata lain
kesalahan merupakan salah satu karakter hukum pidana yang tidak mungkin
dapat dihapus.”' Oleh karena itu, adagium yang sangat terkenal “tiada pidana
tanpa kesalahan™ harusnya direformulasi menjadi “tiada pertanggungjawaban
pidana tanpa kesalahan'. Artinya, seseorang barulah dapat dimintai
pertanggungjawaban pidana atas perbuatan pidana yang dilakukan jika pada
diri orang itu terdapat kesalahan.*

Uraian diatas merupakan kajian penting yang menarik perhatian
penulis, maka  penulis mengangkat judul  skripsi  mengenai
“Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana

Penganiayaan Hewan*.

! Cynthia H. Finn, The Responcible Corporate Officer, Criminal Liability, and Mens Rea :
Limitation on the RCO Doctrine, dikutip dalam Hanafi Amrani dan Mahrus Ali., Sitem
Pertanggungjawaban Pidan Perkembangan dan Penerapan, Cetakan ke-1, Jakarta : PT. RajaGrafindo
Persada, 2015, hlm. 22-23.

*? Ibid., him. 23.



B. Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis merumuskan
permasalahan yang akan dibahas sebagai berikut :
1. Bagaimana Pertanggungjawaban Pidana terhadap pelaku Tindak
Pidana Penganiayaan Hewan?
2. Bagaimana upaya pencegahan terhadap Tindak Pidana Penganiayaan

Hewan?

C. Tujuan Penelitian
Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini, antara lain :
1. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana pelaku Tindak Pidana
Penganiayaan Hewan.
2. Untuk mengetahui upaya pencegahan terhadap Tindak Pidana

Penganiayaan hewan.

D. Manfaat Penelitian
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan secara teoritis
dan praktis. Adapun kegunaannya sebagai berikut :
1. Manfaat Teoritis
Hasil penulisan ini diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran
terhadap bidang ilmu pengetahuan pada umumnya, serta pengembangan

ilmu pidana pada khususnya, mengenai pertanggungjawaban pidana



terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan hewan. Serta dapat
memberikan  informasi  yang  bersifat  akademis  mengenai
pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana penganiayaan hewan.
2. Manfaat Praktis

Sebagai sarana pedoman bagi masyarakat di Indonesia agar tidak
terkena dampak dari tindak pidana penganiayaan hewan, sebagai media
yang menambah pengetahuan masyarakat di bidang hukum khususnya
dalam bidang hukum pidana, serta sebagai salah satu syarat dalam

penyelesaian studi pada Fakultas Hukum Universita Sriwijaya.

E. Ruang Lingkup

Mengingat usaha jangkauan bidang hukum pidana dan terbatasnya
pengetahuan serta pengalaman, agar skripsi ini terarah dan tidak menyimpang
dari judul, maka ruang lingkup dalam penulisan dan pembahasan
permasalahan hanya mengenai pertanggungjawaban perbuatan pidana yang
dapat di jatuhkan kepada pelaku tindak pidana penganiayaan hewan sesuai
dengan ketentuan KUHP, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang
Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, Undang-Undang No. 18 Tahun
2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, dan Peraturan Pemerintah
Nomor 95 Tahun 2012 Tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan

Kesejahteraan Hewan.



F. Kerangka Teori
Dalam penulisan skripsi Pertanggungjawaban Pidana terhadap pelaku
tindak pidana penganiayaan hewan, maka ada beberapa teori yang dapat
dipakai, yaitu :
1. Teori Pertanggungjawaban Pidana
Pertanggungjawaban atau “liability” dalam bahasa asing disebut
sebagai  “foekeren-baaerheid”, “criminal responsibility”, “criminal
liability “, pertanggungjawaban pidana dimaksudkan untuk menentukan
apakah seseorang dapat di pertanggungjawabkan atasnya pidana atau tidak

terhadap tindakan yang dilakukannya itu. *

Pound mengartikan
pertanggungjawaban pidana sebagai suatu kewajiban untuk membayar
pembalasan yang akan diterima pelaku dari seseorang yang telah di
rugikan, pertanggungjawaban tersebut tidak hanya menyangkut masalah
hukum semata tetapi menyangkut pula masalah nilai-nilai moral ataupun
kesusilaan yang ada dalam suatu masyarakat.**

Pertanggungjawaban pidana berfungsi menghubungkan antara

kesalahan dan pidana. Berdasarkan fungsi ini, asas “tiada pidana tanpa

kesalahan*“ yang terkandung dalam pertanggungjawaban pidana dapat

2 SR Sianturi. Asas-asas Hukum Pidana Indonesia dan Penerapannya, Cetakan ke- 1V,
Jakarta : Alumni Ahaem-Peteheam, 1996, him. 245.

* Romli Atmasasmita, Perbandingan Hukum Pidana, cetakan ke-II, Bandung : Mandar Maju,
2000, hlm. 65.



dijabarkan menjadi “tiada pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan*
dan “tiada pidana tanpa pertanggungjawaban pidana“.>

Dasar pertanggungjawaban pidana adalah kesalahan. Dalam arti sempit
kesalahan dapat berbentuk sengaja (opzet) atau lalai (culpa).
Membicarakan kesalahan berarti membicarakan pertanggungjawaban.
Dengan demikian pertanggungjawaban pidana merupakan dasar
fundamental hukum pidana sehingga kesalahan menurut idema merupakan
jantung hukum pidana. ** Hal ini menunjukkan bahwa dasar
dipertanggungjawabkannya perbuatan seseorang, diletakkan didalam
konsep atau dasar pemikiran kepada terbukti tidaknya unsur-unsur tindak
pidana. Artinya jika terbukti unsur-unsur tindak pidana, maka terbukti pula
kesalahannya dan  dengan sendirinya dipidana. Ini  berarti
pertanggungjawaban pidana dilekatkan kepada unsur-unsur tindak
pidana.27

Perbuatan pidana memiliki konsekuensi pertanggungjawaban serta
penjatuhan pidana. Maka, setidaknya ada dua alasan mengenai hakikat

kejahatan yaitu, pertama pendekatan yang melihat kejahatan sebagai dosa

atau perbuatan yang tidak senonoh yang dilakukan manusia lainnya.

> Muhammad Ainul Syamsu, Penjatuhan Pidana & Dua Prinsip Dasar Hukum Pidana,
Cetakan Ke-I, Jakarta : PT. Kharisma Putra Utama, 2016, him. 72.

%% Sudarto, Hukum Pidana 1, dikutip dalam M. Rasyid Ariman dan M. Fahmi Ragib, “Hukum
Pidana Fundamental Tindak Pidana, Pertanggungjawaban Pidana, Pidana dan Pemidanaan*,
Palembang : Unsri Press, 2013, him. 193.

*"B.Y. Kanter dan SR. Sianturi, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya,
dikutip Ibid.



Kedua, pendekatan yang melihat kejahatan sebagai perwujudan dari sikap
dan pribadi pelaku yang tidak normal sehingga ia bebuat jahat.”®
2. Teori Penegakan Hukum

Menurut Satjipto Raharjo penegakan hukum merupakan suatu usaha
untuk mewujudkan ide-ide kepastian hukum, kemanfaatan sosial dan
keadilan menjadi kenyataan. Proses perwujudan ketiga ide inilah yang
merupakan hakekat dari penegakan hukum. Penegakan hukum dapat
diartikan pula penyelenggaraan hukum oleh petugas penegakan hukum dan
setiap orang yang mempunyai kepentingan dan sesuai kewenangannya
masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku.”

Dalam negara berkembang penegakan hukum merupakan salah satu
usaha yang rasional dalam menanggulangi kejahatan tidak hanya menjadi
alat kontrol sosial atau sarana untuk menjaga stabilitas semata.’® Penegakan
hukum pidana yang rasional tersebut terdiri dari tiga tahap, yaitu :

a. Tahap formulasi adalah tahap penegakan hukum pidana In Abstracto
oleh badan pembentuk undang-undang. Dalam tahap ini pembentuk
undang-undang melakukan kegiatan memilih nilai-nilai yang sesuai

dengan keadaan dan siatuasi masa kini dan masa yang akan datang,

8 Andi Matalatta, Santunan Bagi Korban, dalam J.E. Sahetapy (ed)... Victimollogy Sebuah
Bunga Rampai 9, Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, 1987, him. 41-42

* Satjipto Raharjo, Hukum dan Masyarakat, Cetakan Terahir, Bandung : Angkasa, 1980, him.
15.

% Ray Pratama Siadadi, Teori Penegakan Hukum, diakses dari
http://raypratama.blogspot.co.id/2015/04/teori-penegakan-hukum.html pada tanggal 22 Januari pukul

22.50.



kemudian merumuskannya dalam bentuk peraturan perundang-
undangan pidana untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana
yang paling baik, dalam memenuhi syarat keadilan dan daya guna.
Tahap ini dapat juga disebut dengan tahap kebijakan legislatif.

b. Tahap Aplikasi adalah tahap penegakan hukum pidana oleh aparat-
aparat penegak hukum mulai dari kepolisian, kejaksaan hingga
pengadilan. Dalam tahap ini aparat penegak hukum menegakkan serta
menerapkan peraturan perundang-undangan pidana yang telah dibuat
oleh badan pembentuk undang-undang. Dalam melaksanakan tugas ini,
aparat penegak hukum harus memegang teguh nilai keadilan dan daya
guna. Tahap kedua ini dapat juga disebut tahap kebijakan yudikatif.

c. Tahap Eksekusi adalah tahap penegakan atau pelaksanaan hukum
pidana secara konkret oleh aparat pelaksana pidana. Dalam tahap ini
aparat pelaksana pidana bertugas menegakkan peraturan pidana yang
telah dibuat oleh pembentuk undang-undang melalui penerapan pidana
yang telah ditetapkan oleh pengadilan. Aparat pelaksana dalam
menjalankan tugasnya harus berpedoman kepada peraturan perundang-
undang pidana yang telah dibuat oleh pembentuk undang-undangan

(legistur) dan nilai-nilai keadilan serta daya guna.'

3! Muladi dan barda Nawawi Arief. Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana. Bandung :
Citra aditya Bakti, 1996, him. 173.



Ketiga tahap penegakkan hukum pidana tersebut, dilihat sebagai suatu
usaha atau proses yang rasional yang sengaja direncanakan untuk mencapai
tujuan tertentu. Cita hukum bangsa dan Negara Indonesia adalah pokok-
pokok pikiran yang terkandung dalam pembukuan Undang-Undang Dasar
1945, untuk membangun negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan
makmur. Cita hukum itulah Pancasila.*

3. Teori Pencegahan Tindak Pidana

Menurut G. P. Hoefnagels upaya penanggulangan kejahatan dapat

ditempuh dengan:

a. Penerapan hukum pidana (criminal law application)

b. Pencegahan tanpa pidana (Prevention without punishment) dan

c. Memengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan
pemidanaan lewat mass media (Influencing views of society on crime
and punishment/mass media).”

Dengan demikian upaya penanggulangan kejahatan secara garis besar
dapat dibagi dua, yaitu lewat jalur “penal” (hukum pidana) dan lewat jalur

“non penal” (bukan/diluar hukum pidana). Dalam pembagian G. P.

32 Roeslan Saleh, Pembinaan Cita Hukum dan Asas-Asas Hukum Nasional, Jakarta : Karya
Dunia Pikir, 1996, hlm. 15.

33 G. Peter Hoefnagels, The Other Slide of Criminology, dikutip dalam Barda Nawawi Arief.,
Kebijakan Hukum Pidana, Cetakan ke-4, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2014, hlm. 45.



Hoefnagels diatas, upaya-upaya yang disebut dalam butir (b) dan (c) dapat
dimasukkan dalam kelompok upaya “non penal”.**

Upaya pencegahan terjadinya kejahatan termasuk dalam upaya
penanggulangan kejahatan lewat jalur “non penal” dimana sasaran
utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya
kejahatan. faktor-faktor kondusif itu antara lain berpusat pada masalah-
masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak
langsung dapat menimbulkan atau menumbuhsuburkan kejahatan. Dengan
demikian, dilihat dari sudut politik kriminal secara makro dan global, maka
upaya-upaya non penal menduduki posisi kunci dan strategis dari

keseluruhan upaya politik kriminal.

G. Metode Penelitian
1. Tipe Penelitian
Tipe penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah tipe
penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif dilakukan dengan
mengumpulkan data-data dari pustaka dan sumber-sumber lainnya yang
berhubungan dengan tindak pidana penganiayaan hewan dan juga segala
peraturan perundang-undangan untuk melengkapi data yang telah

terkumpul dari penelitian normatif.*®

3 Ibid., hlm. 46.
35 Zainudin Ali, Metode Penelitian Hukum, Jakarta : Sinar Grafika, 2010, hlm. 24.



Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal.
Pada penelitian hukum jenis ini, acap kali hukum dikonsepkan sebagai
apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (law in books)
atau hukum dikonsepkan sebagai kaidah atau norma yang merupakan
patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas. Oleh karena itu,
pertama, sebagai sumber datanya hanyalah data sekunder, yang terdiri
dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, atau data tersier.*®
2. Metode Pendekatan
a. Pendekatan Undang-undang (statute approach)
Pendekatan Undang-undang (statute approach) ini dilakukan dengan
menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutpaut
dengan isu hukum yang sedang ditangani. Bagi penelitian untuk
kegiatan praktis, pendekatan undang-undangan akan membuka
kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adakah konsistensi dan
kesesuaian antara suatu undang-undang dengan undang-undang
lainnya atau antara undang-undang dengan undang-undang lainnya
atau antara undang-undang dan Undang-Undang Dasar atau antara

regulasi dan Undang-Undang.’’

3% Amiruddin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta : Rajawali
Pers, 2014, him. 118.

37 Peter mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Cetakan ke-IX, Jakarta : Kharisma Putra
Utama, 2014, hlm. 133.



Dalam metode pendekatan perundang-undangan peneliti perlu
memahami hierarki, dan asas-asas dalam peraturan perundang-
undangan.’® Dan juga dalam pendekatan perundang-undangan peneliti
bukan saja melihat kepada bentuk peraturan perundang-undangan,
melainkan juga menelaah materi muatannya, perlu kiranya peneliti
mempelajari dasar ontologis (alasan adanya) lahirnya undang-undang,
landasan filosofis undang-undang, dan ratio legis dari ketentuan
undang-undang.*’
b. Pendekatan Kasus (case approach)

Pendekatan Kasus (case approach) dilakukan dengan cara melakukan
telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi
yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai
kekuatan hukum tetap. Kasus itu dapat berupa kasus yang terjadi di
Indonesia maupun di negara lain. Yang menjadi kajian pokok di dalam
pendekatan kasus adalah ratio decidendi atau reasoning, yaitu
pertimbangan pengadilan untuk sampai kepada suatu putusan. Baik
untuk keperluan praktik maupun untuk kajian akademis, ratio
decidendi atau reasoning tersebut merupakan referensi bagi penyusun

. . 4
argumentasi dalam pemecahan isu hukum.*

38 Ibid., hlm. 137
39 Ibid., hlm. 142.
0 Ibid., hlm. 134.



3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum
a. Jenis Bahan Hukum
Jenis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini ialah
bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum berupa semua publikasi
mengenai hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum,
jurnal-jurnal  hukum dan komentar-komentar atas  putusan
pengadilan.”!
b. Sumber Bahan Hukum
Bahan hukum sekunder diperoleh dengan melakukan penelitian
kepustakaan (library reseach) yaitu teknik pengumpulan data dengan
mengadakan studi terhadap dokumen-dokumen resmi, buku-buku,
hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya.*
Bahan hukum sekunder yang dipakai dalam penelitian ini
dibedakan menjadi:*’
a. Bahan Hukum Primer
Bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat yang terdiri
dari peraturan perundang-undangan dan peraturan lainnya yang
berkaitan dengan materi penulisan skripsi ini, seperti :
1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun

1945

! Ibid., hlm. 181.
2 Roeslan Saleh., Op.Cit., him. 30.
* Ibid., him. 31



2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

3. Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 tentang Sumber Daya
Alam Hayati dan Ekosistemnya Lembaran Negara No. 49
Tahun 1990, Tambahan Lembaran Negara No. 3419

4. Undang-Undang No. 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan
Kesehatan Hewan Lembaran Negara No. 84 Tahun 2009,
Tambahan Lembaran Negara No. 5015

5. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 Tentang
Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan
Lembaran Negara No. 214 Tahun 2012, Tambahan Lembaran
Negara No. 5356

6. Putusan Pengadilan Negeri Labuha No.
63/Pid.B/2014/PN.LBH

7. Putusan Pengadilan Negeri Sawahlunto No.
01/Pid.B/2014/PN.SWL

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang utama adalah buku teks karena

buku teks berisi mengenai prinsip-prinsip dasar ilmu hukum dan

pandangan-pandangan klasik para sarjana dan mempunyai



kualifikasi tinggi.** Adapun bahan hukum sekunder yang penulis
gunakan dalam penelitian ini meliputi :
1. Buku-buku ilmiah dibidang hukum
2. Makalah-makalah
3. Jurnal [lmiah
4. Artikel Ilmiah
c. Bahan Hukum Tersier
Bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan
terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti:
1. Kamus Besar Bahasa Indonesia
2. Kamus hukum
3. Ensiklopedia, dan
4. Referensi-referensi.*
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum
Bahan hukum yang diperoleh adalah dengan cara studi dokumen
atau studi kepustakaan (library research). Pengumpulan bahan hukum
dilakukan dengan melakukan penelusuran bahan-bahan hukum primer,
sekunder dan tersier. Teknik ini berguna untuk mendapatkan landasan
teori dengan mengkaji dan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-

undangan, dokumen-dokumen, laporan, arsip dan hasil penelitian lainnya

# Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Jakarta : Kencana Prenada Group, 2011, him.
142

* Ibid.



baik cetak maupun elektronik yang  berhubungan dengan
pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penganiayaan hewan.
5. Teknik Analisis Bahan Hukum
Metode analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini
ialah deduksi berpangkal dari pengajuan premis mayor (pernyataan yang
bersifat umum). Kemudian premis minor (bersifat khusus), dari kedua
premis itu kemudian ditarik sebuah kesimpulan atau conclusion. Akan
tetapi didalam argumentasi hukum, silogisme hukum tidak sesederhana
silogisme tradisional.*® Analisis dengan melakukan telaah pada kasus-
kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi yang telah menjadi
putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap yaitu :
a. Putusan Pengadilan Negeri Labuha No. 63/Pid.B/2014/PN.LBH
b. Putusan Pengadilan Negeri Sawalunto No. 01/Pid.B/2014/PN.SWL
6. Teknik Penarikan Kesimpulan
Penarikan kesimpulan pada penelitian ini adalah deduktif.
Penarikan kesimpulan deduktif adalah menarik suatu kesimpulan dimulai
dari hal yang umum menuju hal yang khusus. Teknik penarikan
kesimpulan deduktif terbagi menjadi 3 macam, yaitu :
1. Silogisme adalah penarikan kesimpulan yang diawali dengan

ungkapan umum (premis mayor) kemudian diikuti dengan ungkapan

* Ibid., hlm. 47.



khusus (premis minor) yang kemudian ditarik kesimpulan dari kedua
hal tersebut.

Sebab akibat adalah penarikan kesimpulan yang diawali dengan sebab
yang kemudian diikuti dengan akibat untuk memperkuat pernyataan.

. Akibat sebab adalah penarikan yang diawali oleh akibat yang
kemudian diitkuti oleh sebab-sebab untuk mendukung suatu

pernyataan.
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